
WALIKOTA PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR X TAHUN2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah,yang mengatur bahwa Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang ...
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

14. Peraturan ...
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2005
Republifc Indonesia TahSf OOOs'U*" ""f™
Tambahan Lembaran IWa
Nomor4575); Republik Indonesia

^6 Tahun 2005

(UmTian Sara Sonnq M "^gara Kepublik Indonesia Tahun
Zub?kTH '^^bahan Lembaran Neg^a
tel^ d^bih 0^°"°'" sebagaimanatel^ dmb^ dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

hiformasi Keuangan Daerah (Umbaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 110
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedomsin Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertang^ng-
iawaban Kepala Daerah kepada Dewan Pemakilan
Rakyat Daerah dan Informasi
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tamb^an Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan
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20.

bel»™p, M d^ih
Pemenntah Nomor 1 Tahun 2^8
Perubahan Kedua Atas Peraturan PemeiSSh
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Umbaran Negara Repubm^
tadonesia T^un 2018 Nomor 1. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0177);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972)sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan ...
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1425);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan
Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1752);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

33. Peraturan ...
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penjnasunan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dsdam Negeri Nomor
109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Pen3aisunan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 125);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 450);

35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006
Nomor 03 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06

Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembsiran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 06)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor
07 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2012 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08 Seri

E);

38. Peraturan ...
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38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2012 ten tang Pembentukan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2016 Nomor 12);

40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16);

42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2017 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2017 berupa Laporan Keuangan yang
memuat:

a. Laporan ...
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a. Laporan Reedisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catalan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
a. pendapatan Rp 842.685.745.331,95
b. belanja Rp 819.502.697.452.29

surplus Rp 23.183.047.879,66
c. pembiayaan

- penerimaan Rp 109.151.989.411,80
- pengeluaran Rp 5.010.113.995.88

pembiayaan netto Rp 104.141.875.415,92

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp( 17.881.994.775,05) dengan rincian
sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp 860.567.740.107,00

2. realisasi Rp 842.685.745.331.9.5

selisih lebih Rp (17.881.994.775,05)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp(176.464.004.216,51) dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran belanja
setelah perubahan Rp 995.966.701.668,80

2. realisasi Rp 819.502.697.452.2Q
selisih kurang Rp(176.464.004.216,51)

0. selisih
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c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp158.582.009.441,46 dengan rincian
sebagai berikut:

1. defisit setelah

perubahan Rp( 135.398.961.561,80)
2. realisasi Rp 23.183.047.879.66

surplus Rp 158.582.009.441,46

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp(27.746.972.150,00)
dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan Rp 136.898.961.561,80

2. realisasi Rp 109.151.989.411.80

selisih kurang Rp (27.746.972.150,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp3.510.113.995,88 dengan
rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan Rp 1.500.000.000,00

2. realisasi Rp 5.010.113.995.88

selisih kurang Rp 3.510.113.995,88

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp(31.257.086.145,88) dengan rincian
sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan
netto setelah

perubahan Rp 135.398.961.561,80
2. realisasi Rp 104.141.875.415.92

selisih kurang Rp (31.257.086.145,88)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf b per 31 Desember 2017 diuraikan sebagai
berikut:

a. jumlah aset Rp2.779.903.092.585,61
b. jumlah kewajiban Rp 5.847.201.860,85
c. jumlah ekuitas dana Rp2.774.055.890.724,76

Pasal 5 ...
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Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per
1 Januari 2017 Rp 106.672.474.115,80

b. arus kas dari aktivitas

operas! Rp 243.184.064.706,06

c. arus kas dari aktivitas

investasi aset non

keuangan Rp(220.001.016.826,40)

d. arus kas dari aktivitas

pembiayaan Rp (2.530.598.699,88)

e. arus kas dari aktivitas

non anggaran Rp 0,00

f. saldo kas akhir per
31 Desember 2017 Rp 127.324.923.295,58

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai
berikut:

a. surplus operas!:

- pendapatanLO Rp 863.361.779.745,71

- beban Rp 679.831.001.249.27

surplus dari operas! Rp 183.530.778.496,44

b. defisit dari kegiatan non operasional:

-  defisit nonoperasional Rp 0,00

c. pos luar biasa

- beban luar biasa Rp 30.580.935.027.00

d. surplus LO Rp 152.949.843.469,44

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSal)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2017 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp 106.672.474.115,80

b. penggunaan SAL sebagai
penerimaan pembiayaan
tahun beijalan Rp 106.672.474.115,80

c. sisa lebih/kurang
pembiayaan Rp 127.324.923.295,58

d. koreksi kesalahan

pembukuan tahun
sebelumnya Rp o,00

e. saldo anggaran lebih akhir Rp 127.324.923.295,58

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017
sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp2.602.383.222.723,02

b. surplus/(defisit) LO Rpl52.949.843.469,44
c. dampak kumulatif

perubahan kebijakan
kesalahan mendasar Rp 18.722.824.532,30

d. ekuitas akhir Rp2.774.055.890.724,76

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun
anggaran 2017 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan
Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dariPeraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a. lampiran I...
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a. lampiran I

lampiran I.l

lampiran 1.2

lampiran 1.3

lampiran 1.4

b. lampiran II

c. lampiran III

d. lampiran IV

e. lampiran V

f. lampiran VI

g. lampiran VII

h. lampiran VIII

i. lampiran IX

j. lampiran X

k. lampiran XI

1. lampiran XII

Laporan Realisasi Anggaran;
Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran menurut urusan
Pemerintahan daerah dan
organisasi;

Rincian Laporan Realisasi
Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Catatan Atas Laporan Keuangan,
terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus
Kas;

Daftar rekapitulasi piutang
daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan
piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir
dan penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal
(investasi) daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi
dalam pekeijaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan;

Daftar kewajiban jangka pendek;

m. lampiran ...
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m. lampiran XIII :

n. lampiran XIV :

Daftar kewajiban jangka panjang;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah.

Pasal 11

Wakil Walikota menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun
Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungj awaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran
2017.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Pasuruan.

Ditetapkan diPasuruan
pada tanggal lO OHfUf

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHAR NO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal to

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

BAHRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 279-2/2018


